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bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan  Perlindungan Anak tentang
Pembentukan Panitia Antarkementerian dan
Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional
Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946};
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019
tentang Pembentukan Kementerian Negara dan
Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju
Periode Tahun 2019-2024;

6. Peraturan ...
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6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.

Membentuk Panitia Antarkementerian dan
Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan
Kekerasan terhadap Anek dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi
Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;

b. memberikan masukan terkait dengan substansi yang
akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden
tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan
terhadap Anak; dan

c. melaporkan  perkembangan  hasil penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi
Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak secara berkala atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

KETIGA: ...
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NAMA/KEDUDUKAN
NO. DALAM TIM JABATAN INSTANSI
I. | Pengarah: Sekretaris Kementerian Kementerian
Dr. Pribudiarta Nur Pemberdayaan
Sitepu, M.M. Perempuan dan
Perlindungan Anak
II.  Ketua: Deputi Bidang Kementerian
Nahar, S.H., M.Si. Perlindungan Anak Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
III. | Wakil Ketua: Asisten Deputi Kementerian
Dra. Valentina Perlindungan Anak dari Pemberdayaan
Gintings, M.Si. Kekerasan dan Eksploitasi | Perempuan dan
Perlindungan Anak
IV. Sekretaris: Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian
Drs. Fatahillah, M.Si dan Humas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
V. | Anggota:
1. Ghafur Akbar Deputi Bidang Koordinasi | Kementerian
Dharmaputra, S.E., | Perlindungan Perempuan Koordinator Bidang
M.Com. dan Anak Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
2. Dr. Ir. Marwan Asisten Deputi Pemenuhan | Kementerian
Syaukani, M.Sc. Hak dan Perlindungan Koordinator Bidang
Anak Pembangunan

Manusia dan
Kebudayaan
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3. Dr. Sorni Paskah Kepala Bagian Persidangan | Kementerian
Daeli, M.S1. dan Pengelolaan Data Koordinator Bidang
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
4. Lydia Silvanna Deputi Bidang Hukum dan | Kementerian
Djaman, S.H., LL.M. | Perundang-undangan Sekretariat Negara
5. Hanung Cahyono, Asisten Deputi Bidang Kementerian

S.H., LL.M.

Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Sekretariat Negara

6. RR Rita Erawati,
S.H., LL.M.

Kepala Biro Hukum

Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

7. Woro Srihastuti
Sulistyaningrum,
S.T., M.IDS.

Direktur Keluarga,
Perempuan, Anak,
Pemuda, dan Olahraga

Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

&. Prof. Dr. Widodo
Ekatjahjana, S.H.,
M.Hum.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan

Kementerian
Hukum dan HAM

9. Bunyamin, S.H.,
M.H.

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan I

Kementerian
Hukum dan HAM

10. Dr. Roberia, S.H.,
M.H.

Kepala Subdirektorat
Harmonisasi Bidang SDM,
Kelembagaan, dan
Kesejahteraan Rakyat

Kementerian
Hukum dan HAM

11. Sri Purwaningsih,
S.H., M.AP.

Direktur Sinkronisasi
Urusan Pemerintahan
Daerah IV

Kementerian Dalam
Negeri

12. M. Mudhofir

Kepala Biro Hukum dan
KLN

Kementerian Agama

13. Dr. H. Ali Rokhmad,
M.Pd.

Kepala Biro Perencanaan

Kementerian Agama




